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TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perclehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan| ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak

- Kabupaten/Kota;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 avat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentan3y Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah ;
¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat - °
Il di Sulawesi (Lembaran Nejara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Fiutang
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 320S);

4. Undang-Undang Nomor| 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

5. Undang-Undang Nomor [1¢ Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Injonesia Nomor 3686) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesja Nomor 3987); ' -

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengaditan Pajak (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesja Nomor 4189);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

~ Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor| 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomar|10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); ...
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' Bentuk Produk Hukum

Undang-Undang Nomor (15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab | Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomior 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir den
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
ara Republik “Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang. Tata Cara Pemeriksaan .. .

di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan
Dalam Rangka Penagihan Pajak Cengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tate Cara Penjualan
ualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka
Penagihan Pajak dengan|Surat Paksa (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republi< Indonesia
Nomor 4050);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara
Pemerirtahan Daerah
Tahun 2007 Nomor 82)
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan
Pemaniaatan Insentif |[Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2010 Nomor *19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan
aerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentar g Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Dagerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008 Nornor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 3 Tahun 2038 tentang

abupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
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KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud denga
Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahas
Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa T
Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
Dinas Pengelolah Keuangan, Asset dan Pendapatan adalah Dinas Pengelolah Keuangan, Asset
dan Pendapatan Kabupaten Minahasa.

6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan edalah Pajak yang selanjutnya disebut pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

7 Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuaten atau peristiwa hukum yang
mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

8. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta
bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksuc dalam undang-undang di bidang pertanahan dan
bangunan. '

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau

|

oW

odal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usgha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah .. -
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk| apapun , firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, orga isasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 4 rmas.k kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

10. Surat Peraberitahuan Pajak Daerah, yang sée
Wajib Pajak digunakan untuk melaporkanp
dan/atau bukan objek pajak. Dan/atau ha
perundang-undangan perpajakan daerah.

11. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutiya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPBKB, adalah surat

" kefetapan pajak yang menentukan besarnya jumiah pokok pajak, jumlah kredit pejak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih
harus dibayar. :

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumiah pajak yang telah ditetapkan.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak kredit pajak.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumieh kredit paja
lebih-besar daripada pajak terutang atau seharusnya tidak terutang.

16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untu< melakukan
tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. ez, .

lanjutnya disingkat SPTPD ada'ah surat yang oleh
rhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak
a dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peratu:an

(98]




17. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,
kesalahan hitung, danfatau kekeliruan dalam| penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat etetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah Surat Keputusan Pembetulan ,

18.

19.
20.

21,

22,

23.

(1) Dengan nama Objek Bea Perolehan Hak atas

(2) Objek Pajak adalah Perolehan Hak ataé Tang
(3) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Banguna

‘atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat kepu

tusan atas keberatan terhadap Surat Pamberitahuan

Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau
ketiga yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

‘Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan

Keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak

terhadap suatu keputusan yang dapat digj

undangan perpajakan yang berlaku.

ukan bandirg berdasarkan peraturan perundang-

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan olen Wajib Pajak atau penanggung pajak

terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

terhadap kepuwsan yang dapat digjukan gugatan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan men himpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau

bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajib
untuk tujuan lain dalam rangka melaksa

perpajakan daerah dan retribusi daerah.
Penyidikan tindak pidana dibidang perpajaka

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumputkan bukti yang dengan bukti

srofesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan
an perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau
nakan ketentuan peraturan perundang-undangan

n daerah dan retribusi daerah adalah ssrangkaian

itu membuat terang tindak pidana di bidang p rpajakan caerah dan retribusi daerah yang terjadi

serta menemukan tersangkanya.

BA
NAMA , OBJEK DA

Pas
hak atas tanah dan/atau bangunan.

a. pemindahan hak karena :

i
SUBJEK PAJAK

1 2

Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan

h dar/atau Bangunan .
n|sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

1) jual beliy

2)  tukar menukar;

3). hibah;

4)  hibah wasiat;

5) waris;

6)  pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lair:;\
7)  pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

8)  penunjukan pembeli dalam lelang

9)  pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan;
10) hukum tetap;

11) penggabungan peleburan usaha;

pemekaran usaha; atau
hadiah;
14) usaha
b. pemberian hak baru karena;
1) kelanjutan pelepasan hak; atau
2)  diluar pelepasan hak._ex, -

-—
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(4) Hak atis t-arr:(?h sebagaimana dimaksud pada 2y {1 SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA

a. hak milik DAN SESUAI DENGAN ASLINYA

b. hak guna usaha; TANGGAL: [ Oktsbet n%:u,gbm

5 e g‘;‘;:i.ba“g““a”; TR NG UNDANGAN

e. hak milik atas satuan rumah susun; dan

f.  hak pengelolaan. GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
(5) Objek pajak yang tidak dikenakan pajak adalah objek pajak yang diperolep. 1953021 31936032005

a. perwakilan d
b. negara untuk penye
kepentingan umum;,

lenggaraan pemerintah

c.

dan tugas badan atau perwakilan organisas

adanya perubahan nama;
orang pribadi atau Badan karena wafat; dan
orang pribadi atau Badan yang digunakan u

Pas

iplomatik dan konsulat berdasark

badan atau perwakilan lembaga internasi
Keuangan dengan syarat tidak menjalankar

orang pribadi atau Badan karena konversi h

n asas peftakuan tmbat balik;
an/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna

onal yang diteiapkan dengan Peraturan Menteri
| usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi

tersebut, o
ak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak

ntuk kepentingan ibadah.

al 3

Wajib adalah orang pribadi atau Badan yang mempercleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

BA
DASAR PENGENAAN, TARIF

Pas

(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehar
(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dim
jual befi adalan harga transaksi;
tukar menukar adalah Nilai Pasar;
hibah adalah nilai pasar;
hibah wasiat adalah nilai pasar;
waris adalah nilai pasar;
pemasukan dalam perseroan atau badan h
pemisahan hak yang mengakibatkan perali
peralihan hak karena pelaksanaan putus
adalah nilai pasar;
pemberian hak baru atas tanah sebagai ke
. pemberian hak baru atas tanah di luar pel
k. penggabungan usaha adalat nilai pasar;
| peleburan usaha adalah rilai pasar;
m. pemekaran usaha adalah nilai pasar,
n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah
(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaim
huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dar

S@ e o0 o

=Y
]

Pajak Bumi dan Bangunan.
(4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangu
ditetapkan pada saat terutang BPHTB, NJO
Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Ban
(5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Ba
bersifat sementara.
(6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan B
diperoleh di instansi yang berwenang . es....

}

5

ak

eq

h
an

P
Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya per
n
P
g
n

arl

B/l
DAN CARA PENGHITUNGAN

4

Objek Pajak.
sud pada ayat (1) dalam hal:

kum lainnya adalah nilai pasar;
an adalah nilai pasar;
n hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap

u
h
a
lanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
asan hak adalah nilai pasar;

arga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

a dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan
ada NJOP vang digunakan dalam pengenaan Pajak
ylehan, dasar pengenaan yang dipakai ac alah NJOP

an sebagamana dimaksud pada ayat (3) belum

unan.
gunan sebagaimana dimaksud pada ayz' (4) adalah

gunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada - -




(7) Besanya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,-
(enam puluh juta rupiah) untuk setiap Waijib Paja

(8) Besamya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk perolehan hak karena v:aris atau
hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat vebawah dengan pembeli hibih wasiat,
termasuk suamifisteri, ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

=~

Pasal

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Pas

(1) Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan paj sabagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak |Tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam - -
Pasal 4 ayat (7) atau ayat (8).

(2) Dalam hal NJOP sebagaimana dimaksud dal
dari pada NJOP yang digunakan dalam penge
pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan
Pasal 5 dengan NJOP Pajak Bumi dan Bang
Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) sebagaimana d

Pasal 4 ayat (3) tidak diketahui atau lebih rendah

an PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran
ra mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam
an setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak
aksud dalam Pasal 4 ayat (7) atau ayat (8).

at Tanah dan/atau Bangunan berada.
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(1) Saat terutangnya pajak ditetapkan untuk : GEESIE ToHI0KAN. SH. 15C
a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan dit ndatanganinyalakta; Ry zi',,i,[,ﬁ;‘;\m;;{g‘j“'
b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangamnyzrakta; SRS
c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditan atancaninya akta;

d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor
bidang pertanahan;

f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatanganinya akta;

g. pemisahan hak yang mengakibatkan |petalihan adalah sejak tanggal  dibuat dan
ditandatanganinya akta;
h. putusan hukum adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
yang tetap;
i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal
diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; ‘
pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan
pemberian hak;
penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat den ditandatanganinya akta;
. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan

lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.

—

co>3—x

(2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1). <.~

6
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Pa

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya

PERUNDANG - UNDANGAN
.é&é&as
Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Paj grupa
SSPD.

(2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatan jani risalah
lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyer.hkan bukti
pembayaran pajak berupa SSPD. ' ‘ o

(3) Kepala Kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau
pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak
berupa SSPD. o

Pasal 10

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelaig negara
melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
kepada Kepala Daerah paling lambat pada tan gal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara p laporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan| kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang
negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) can ayat G "
dikenakan sanksi administratif berupa denda|sebesar Fp. 7.500.000,- (tujuh juta lirr ratus ribu
rupiah) untuk setiap pelanggaran.

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan epala kartor yang membidangi pelayanan lelang
negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dikenakan
sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk
setiap laporan. '

(3) Kepala Kantor bidang Pertanahan yang melangger ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Vi
PENETAPAN , TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENELITIAN

Pasal 12

(1) Waijib Pajak membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya SKPD.

(2) Pembayaran Pajak sebagaimana dinaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

(3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga merupakan SPTPD.

(4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat disampail:an kepada Kepala Daerah atau Pejabat
yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan enelitian.

Pasal 13

(1) Pembayaran Pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran, tata cara pembayaran dan penyampaian SSPD
serta penelitian SSPD sebagaimana dimaksud calam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah.

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,'KepaIa Daerah dapét o
menerbitkan _ex.. -




2. SKPDKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar,
b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru d
menyebabkan penambahan jumlah pajak y

an/atau data yang semula belum terungkap yang
ng lerutang setelah diterbitkannya SKPDKB.

(2) Jumiah kekurangan pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf.a - -

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka wakt paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung
sejak saat terutangnya pajak sampai dengan dite rbitkannya SKPDKB.

(3) Jumiah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dikenakan sanksi administratif berupa ke aikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah
kekurangan pajak tersebut, kecuali Wajib Pajak malaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan
pemeriksaan.

Pasal 15

(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; ?

b. dari hasil pemeriksaan SSPD terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis

dan/atau salah hitung;

¢c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dala STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf'a = -

dan huruf b ditambah dengan sanksi admini trasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan untuk paling lama 15 (limabelas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenal bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPO_sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepgela REEROETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
BAB Vil "ANGGAL'D[ANSSSkUa) %GA“A;LO‘NYA
PENAGIHAN | .iaman - 0 O i oo
PERUNDANG - UNDANGAN
Pasal 16 — 3
SEESJE TOMROKAN, SH. MSC.
(1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, SUra - RepLlIEis EEpssaan dan

Putusan Banding yang menyebabkan jum! h pajak yangtarus-dibayar bertarrbatr,-merupakan

dasar penagihan pajak dan haius dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (saw) bulan sejak
tanggal diterbitkan.

(2) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat

memberikan persetujuan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda

pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan pajak. ditetapkan dengan Peratu:an Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat p2mbayaran, angsuran
dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Pajok yang lorutang bordasarkan SKPDKB,|SKPDKBT, STIPD, Surat Koputusan Pembr tulan, Surat
Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang tiiak atau kurang dibayar oleh Najib Pajak
pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Pgksa. '

(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang
berlaku.

sal 18

(1) Atas -permohonan Wajib Pajak, Kepala Da
terutang kepada Wajib Pajak karena .
a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungan dengan objek pajak, atau
b. kondisi tertentu Waijib Pajak yang ada hubungan dengan sebab akibat tertentu, atau_a,, ..

eran dapat memberikan pengurangan pajak yang



c. tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kspentingan sosial atau pendidikan vang semata-

mata tidak mencari keuntungan. .

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pangurangan pajak yang terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

X : ettt e et e
SALINAN FOTQ COPY TELAH DIPERIKSA KERENARANNYA
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JABATAN . C KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
Keberatan PERUNDANG - UNDANGAN
Pasal 19 e

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.

(1) Waijib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Képala DaeralatHfii Pélabetsparg ditunjuk
atas suatu : - v

a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDLB;
d. SKPDN.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak
yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dencan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu peling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu
itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan wzjib meiunasi pajak yang masih harus dibayar paling
sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan,
sebelum surat keberatan disampaikan.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan
ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penesimaan Surat "~
Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pa;ak.

(7) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar
pengenaan pajak.

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling laina 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Sebelum surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, Wajib Pajak dapat
menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.

(3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana di aksud pada ayat (1) atas keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang
terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud paca ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

Bagian Kedua

(1) Waijib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap
keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak keputusan keberatan diterima, dilampir salinan dari surat keputusan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding tidak me ngguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan
1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. c. .,




Pasal 22

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan | banding dikabulkan sebagien atau seluruhnya,

kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah inabalanfbqu\arn;ebasatz%_cdilap&[sen)___
sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan’ KNGETAHUI / MENGESAHKAN

(1) Gugatan dapat diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepadérPeasgaztiEséasatos

SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
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Pasal 23 L

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.

(2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagifian pajak adaian 14

(empatbelas) hari sejak tanggal penagihan. L
(3) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan ter adap keputusan lain selain gugatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat.

(4) Jangka waktu dimaksud ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangka waktu dim ksud tidak

dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat.

(5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud paca ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari

(6) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan

terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuas aan penggugat.
tau 1 (satu) nkeputusan diajukan 1 (satu) Surat

Gugatan.
Pasal 24

Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksaan banding dan gugatan, sepanjang ticak diatur lain dalam

Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai ketentyan peraturan perundang-undangan.

- "(1;) Atas permohonan. Wajib Pajak -atau kare

BAB XI
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

) moho jabatannya, Kepala Daerah dapat membstulkan
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN| atau SKPDLB yang dalam penerbiiannya terdapat
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan dagrah.

(2) Kepala Daerah dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrat.f berupa bunga, denda, dan kenaikan
pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal =
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
dan

b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB
yang tidak benar.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan

pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah.

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib P jak dapat mengajukan permohonan pengembalian

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling |

kepada Kepala Daerah.

z 12 (duabelas) bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memberikan keputusan.

(3) Kepala Daerah setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan : ex.

10




a. SKPDLB, apabila jumiah pajak yang dibayar terryata lebih besar daripada jumiah pajak yang
terutang atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang;
b. SKPDN. apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang. o

(4) Apabila dalam jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Kepala Daerah
tidak memberi keputusan, permohonan kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan serta
SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang paiak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak
dimaksud. '

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukandalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(7) Apabila pengembalian kelebihan pembayara najak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daer h| atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas eterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembaygran pajak diajukan secara tertulis kepada Kepala
Daerah sekurang kurangnya dengan menyebutkan : . .
a.- nama dan alamat Wajib Pajak ;
b.  tanggal pembayaran pajak ;
c.  besarnya kelebihan pembayaran pajak
d.  alasan yang jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara lan¢sung atau
melalui pos tercatat. - -

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabata Daerah ata
permohonan diterima oleh Kepela Daerah.

bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat

Pasal 28

- (1) Atas pengajuan keberatan dan permohonan pengembalian kelebihan .p‘_mba‘yaran pajak, Kepala .
" 'Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan - '

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud padal ayat (1) 4dalaMENGBTKERIN/ MERGERSARIAN
pemeriksaan lapangan. SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA

DAN SESUA! DENGAN ASLINYA
TANGGAL: (9 oftober 2012

BAB Xl JABATAN :  KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KEDALUARSA PERUI i ANG - UNDANGAN
Pasal 29 CEESIE TOLSOKAN, SH. MSC.

MIP. 10850021 21086032005

di kedaluarsa setetatr metampaui-jangha-wakte—5
(lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melak:ikan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Waijib Pajak taik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) nuruf
a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebag:imana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah
Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah. ' b

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan oleh Wajib Pajak.

asal 30

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penegihan sudah
kedaluarsa dapat dihapuskan. es_. ..

11



(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluarsa sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan pajak yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak

lain segala sesuatu yang dikeiahui atau

diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk
menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perg ajakan daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) |berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk
oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentua peraturan perundang-undangan - -

perpajakan daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebag

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang mem
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah

ai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
rikan keterangan kepada pihak-pihak lain yang

rwenang memberi izin tertulis kepada pejabat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar
memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Waijib Pajak kepada pihak

yang ditunjuknya.
(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan

lam perkara pidana atau perdata, atas permintaan

hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Darah dapat
memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli
sebagaimanz dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan

keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pade ayat (5)

harus menyebutkan nama tersangka atau ™

nama tergugat, keterangan yang diminta, serta ka'tan antgra H&%ﬂ’&mﬂ%f‘)‘hﬁﬁ@%‘g Pcjiee

bersangkutan dengan keterangan yang diminta t rsebut.

SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUA! DENGAN ASLINYA
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(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan 8SPD atau it KR AR benar
“atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan
Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda

paling banya 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SSPD atau mengisi dengan tidak benar
atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tiduk benar sehingga nierugikan keuangan

Daerah dapat dipidana dengan pidana penj
paling banyak 4 (empat) kali jumiah pajak yang terutang.
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada a

—

Pasal 33

Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah seva
(2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5
Pasal 34

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk ol

pali lama 2 (dua) tahun dan/atau pidena denda

(1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

imana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat
(lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Kepala Daerdh yang karena kealoaannya tidak

memenuhi kewajiban merahesiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat
(2), diplidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.

4.000.000.000,00 (empat juta rupiah). cz.. ~
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(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja t|Qak mamgnuhl
kewajibannya atau seseorang yang menye bkan tidak dipenuhinya kenglban Pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya
dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana Jimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah

menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karene itu dijadikan .. .

tindak pidana pengaduan.

Pasa

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) merupakan

penerimaan Negara.

BAB
PENYIDIKAN

Pas

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkun
sebagai Penyidik untuk melakukan penyidik
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undan

an Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah
ukum Acara Pidana. '

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di - -

lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat| oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah
a.  menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan  berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas;
b.  menelit, mencari dan mengumpulkan | keterangan mengenai orang pribadi atau badan

tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan. -

Daerah;
c. . meminta keterangan dan bahan bukti
" tindak pidana i bidang perpajakan Daer
d.  memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenazn dengan
~ tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan oukti tersebut;

)

ri orang pribadi atau badan sehubungan dengan

f  meminta bantuan tenahga ahli dalam rangka pelaksanaan tgas oenyidikan tindak pidanadi = -

bidang perpajakan Daerah;

g.  menyuruh berhenti dan/atau melarang seseo-ang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud pad hutuf e;

h.  memotret seseorang yang berkaitan dengan tndak pidana perpajakan Daerah;

i, memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

J. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu unt
perpajakan Daerah menurut hukum yan ertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimeksud pada ayat| (1) membzritahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana. —e

k kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang

MENGE A+ . . 3¢ ]
BAB XVil SAUNANFOTO LGEY - o i 'zt%éx;‘pf;»:f«:v
KETENTUAN PENUTUP 7exco i “ofbobar 2010

JAB =N

¥

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerinta

~ penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

\,\x AR\

hkan pengundangan Peraturan Daerah iri dengan
Minahasa. ca_ ... ‘ _

N
A
N &

~, ‘i : /
~wto-=f{IP 19560728 197812 1002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA T

LINAN

DAN
GGAL: [
ABAT

A

\

-

/i -
_-$-YREEKE RUNTU

i

1ASA,

HUN 2011 NOMOR 2.

e
ENGETAHUI / MENGESAHKAN

FOTQ COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA

SESUM DENGAN A LINYA -
oktober 2012

AN . KEPALA BAGIAN HUKUM DAN

PERUNDANG - UNDANGAN

GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
NIP. 195902131986032005
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
‘ " NOMOR 2 HUN 2011

, . - TENTANG

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

UMUM

Pajak Daerah adalah salah satu sumber ndanaan yang sangat penting bagi Daerah dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan

. otonomi Daerah, penerimaan Daerah yang berasall dari Pajak ‘Daerah dari waktu ke waktu harus

"y« genantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan Daerah dalam memenuhi kebutuhan

Daerah khususnya dalam hal penvediaan pelayana epada masyarakat dapat semakin meningkat ~

v ' Salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah kabupaten sesuai Undang_Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan. Sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tersebut, pemungutan Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sejalan cengan hal

tersebut,penetapan  Peraturan Daerah ini a lah dimaksudkan agar Pemerintat Daerah

KabupatenMinahasa dapat memungut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sesua! ketentuan

peraturan perundang-undangan. ,

Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah inj diatur secara jelas dan tegus mengenai objek,

subjek, dasar pengenaan dan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Disamping itu juga
diatur hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemungutannya. -

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungit dengan menggunakan sistem self

assessment dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk manghitung dan membayar senciri pajak
~ yang terutang dengan menggunakan SSPD dan mel porkannya tanpa mendasarkan pada SKPD. .

Dalam ‘pembentukan Peraturan Daerah ini, disamping beredoman pada peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan Daerah, juga diperhatikan, diacu dan dikaitkan dengan peraturan ..
perundang-undangan lainnya, antara lain :
1. Undang_undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajaxan;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang|Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 - :

- . iCukupjelas ~ MENGETAHUI / MENGESAHKAN
Pasal 2 Ayat (1) - SALINANFOTgACNOfs’EYTE;A{I);RIGAPESTSTNKYE:*ENARANNYﬁ
: Cukup jelas TANGGAL : 2%
Ayat (2) ‘ JABATAQL: wKEgALAg?GetAr;\J r?(ﬁ(bﬁ DAN
A Cukup jelas PERUNDANG - UNDANGAN
Ayat (3 = -
Hurufa =~ GEESJE TOMBOKAN, SH. MS?
' ~ Angka 1 i NIP 105070+ 6032005
ce o Cukup ll §.. P e i e
© Angka2 '
- Cukup jela

Angka 3
Cukup |

Angka 4
Hiubah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus
mengenai | pemberiar, hak atas tanah dan atau bangunan
kepada |orang pribadi atau badan hukum tartentu, yang
berlaklu seteleh pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6

Yang di
badan hukum lainnya adalah pengaiihan hak atas tanah danex . _




atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada
Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.

Angka 7 . _

: Pemisahan| Hak yang mengakibatkan peralihan adalah

pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau

bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama

M ihieewoas %o, pemegang hak bersama. | o :

Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan
pemenang |lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang
tercantum dalam Risalah Lelang.

Sebagai |pelaksanaan dari putusan hakim yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadilah peralihan
hak dari 0rang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu

i‘ MENGETARU! / MENG ‘m\ 1y pina kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim
| SAUNANFOTOCOP Y TEL&w £ 7505 a7 »3!5 but.

i TENGOA DAM 555,12 L2 ngka 10

‘; anaTEn ttP OH’“’G" 20‘2 .. Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan

usala atau lebih dengan cara tetap mempertahankan

'%9 berciirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan
= o usaha lainnya yang menggabung.

. - Angka 11 ll . )
s o . _Peleburan Usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih
badan usaha dengan cara mendirikan badan mendirikan

usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang
bergabung tersabut.

Angka 13
Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan
hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang
pribadi atay badan hukum kepada penerima hadiar.

Hurufb -
Angka 1 '
Yang dimaksud dengan pemberian hak baru karena
ke!anjutan pelepasan hak adalah pemberian hak bzru kepada
orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas anah yang
berasal dari pelepasan hak.
Angka 2 v
' Yang dimaksud dengan pemberian hak baru diluar pelepasan ™
hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang
. pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari-pemegang -
e “hak milik| menurut peraturan -perundang-undangan “yang
. berlaku. L ' '
. Ayat (4)
' Huruf a : .
Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang
: ditetapkan oleh Pemerintah. ' '
_Hurufb i
- Hak guna usaha adenah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara dalam jargka waktu sebagaimana diteritukan oleh
perundang-undangan yang berlaku.
Huruf ¢

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan riempunyai
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya senciri dengan
jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraiuran Dasar Pokok-pokok Agraria. ex,
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Ayat5

Huruf d

Huruf e

Huruf f

Huruf a

Huruf b

Huruf ¢

Huruf d

Huruf e

Huruf f

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan etau memungut hasit =~

dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah nilik orang
lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentu<an dalam
keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang mem:erikannya
atau dalam perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengoichan tanah,
segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang
bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun
meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah
bersama yang semuenya merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan satt an yang bersangkutan.

Hak pengelolaan a
pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya,
antara lain berupa perancanaan peruntukan dan pengguraan tanah,
penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan
bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja
sama dengan pihak ketiga.

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk
penyelenggaraan pemerintahan dan atau pelaksanaan
pembangunannguna kspentingan umum  adalah tanah dan atau
bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan baik
Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah dan kegiatan yang
semata-mata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, misalnya tanah

dan atau bangunan lyang digunakan untuk instansi pemerintah, rumah - -

sakit pemerintah, jalan umum.

Badan atau perwakilan organisasi internasional yang dimaksud dalam
pasal ini adalah badan atau perwakilan organisasi internasional, baik
pemerintah maupun non pemerintah.

Yang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak dari hak
lama menjadi hak| baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria,
termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah.
Contoh :
1. Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik tanpa adanya perubahan
nama;
2. Bekas tanah|hak milik adat (dengan bukti surat Girk atau
sejenisnya) menjadi hak baru.
Yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain misalnya memperpanjang
hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama. - '
Contoh :
Perpanjangan Hak |Gura Bangunan (HGB), yang dilaksanakan baik
sebelum maupun setelah berakhirnya HGB.

Yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum orang pribadi atau
badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa
hak milik tanah dan atau bangunan dan melembagakannya untuk
selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum
lainnya tanpa imbalan apapun. T

DL DN
Cukup jelas .. - _ DAN SESUAI DENGAN ASLINY?
TANGGAL: |§ Okkober 2012
JABATAN :  KEPALABAGIAN HUKUM DAy
PERUNDANG - UNDANGAN

Qn
E—
AFESIE TOWROKAN, SH,MSC.

lah hak menguasai dari Negara yang kewenangan .. .

QAL LN FOTO Gk TELAH DIPERIKSA KE £ 85, o




Pasal 3

Pasal 4

Cukup jelas
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (3)

Huruf a

Huruf b
Huruf ¢
Huruf d

Huruf e

Huruff
Huruf g
Huruf h
Huruf i
Huruf j
Huruf k
Huruf |
Huruf m
Huruf n

Huruf o

Contoh :

Wajib Pajak “A” membeli tana
(harga transaksi) Rp 30.000,
tersebut yang digunakan da
sebesar Rp 35.000.000.00,0
sebagai dasar pengenaan B
Rp 35.000.000,00 (tiga puluh

Pasal 5

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah harga yang terjadi dan
telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Ayat (7)

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 6 ox,.-

- G

==

Q

v AN

C IR EANNYA

1§ ok€otker Q&:Q _

)

dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak
)0,C0 (tiga puluh juta). Nilai Jual Objek Pajak PBB
m pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah
ima juta rupiah) dan bukan Rp 30.000.000,00

18
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Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (1)
Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (1)

Huruf a

Huruf b
Huruf ¢
Huruf d

Huruf e

Huruf f

Huruf g

Huruf h

Huruf i

Huruf j
Huruf k

Huruf |

Huruf m

Huruf n

Huruf o

Yang dimaksud dengan sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya ak'ta
d

dalam pasal ini a

alah tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta

pemindahan hak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah / Notaris.

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud d
adalah tanggal dit
. Lelang Negara at
perundang-undang
pemenang lelang.

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan
ditandatangani oleh kepala ka

Cukup jelas

Contoh:

i

engan sejak tanggal penunjukan pemenang lelang

au kantor lelang lainnya sesuai dengan peraturan
an yang berlaku yang memuat antara lain nama

18 Hsob e 2002 !

I~

salah lelang” adalah kutipan risalah l2slang yang
ntor yang membidangi pelayanan lelang riegara.

Semua peralihan hak pada bula Januari 2011 oleh Pejabat yang bersangkutan

harus dilaporkan selambat

Daerah._ex,...

lambatnya tanggal 1C Februari 2011 kepada Kepala

19

andatanganinya Risalah Lelang oleh Kepala Kantor - -



Ayat (2) MENGETAHUI / MENGESAHKAN
A Cukup jelas SALINAN FOTO CORY T2 LA ?IPER!KSA KEBENARANNYA
Pasal 11 ANGGAL AR ST A DENGAN ASLINYA
Ayat (1) ABATIN s omb@r»%& DAN
~ Cukup jelas L NTANGAN
Ayat (2) P =
Cukup jelas = RN S MSE
Ayat (3) . ! T TTTessA anne
Peraturan perundang-undangan yang - dimaksud- dalam—Pasal--ini; - antara! lain
peraturan yang mengatur mengenai disiplin pegawai negeri sipil.
Pasal 12 <

Sistem pemungutan pajak ini adalah self as
p

=]

~

untuk menghitung dan membayar sendiri
dan melaporkannya tanpa mendasarkan k
Penelitian sebagaimana dimaksud dala

sessment dimana wajib pajak diberi kepercayaan
pjak yang terutang dengan mengaunakan SSPD

pada SKPD. o
ketentuan ini dimaksudkan untuk, antara lain

memastikan bahwa pajak telah dibayar/diseior ke Kas Daerah, dasar pengenaan yang .. .

digunakan sudah benar, PBB atas objek paj

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14

Pasal ini mengatur tentang penerbitan sura
Penerbitan surat ketetapan pajak ditujuka

oleh ketidakbenaran dalam pengisian SS
dilaporkan oleh wajib pajak.
Ayat (1)

Ketentuan ayat ini memberi

o

ak sudah lunas atau ticak ada tunggakan.

t ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri.
n kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan
D atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak

wenangan kepada Kepala Daerah untuk dapat

menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPON hanya terhadap kasus-kasus

tertentu seperti tersebut pad
Wajib Pajak tertentu yang nyata
memenuhi kewajiban formal dan
Contoh :
1. Seorang Wajib Pajak tidak
Setelah ditegur dalam jangk
Pemberitahuan Pajak Daerz
5 (lima) tahun Kepala D
terutang.

Seorang Wajib Pajak men
jangka waktu paling lama

SPTPD yang disampaikan t

“tersebut Kepala Daerah da
administrasi.
Waijib Pajak sebagaimana
SKPDKB, apabila dalam |
pajak yang terutang dite
terungkap yang menyebab
Kepala Daerah dapat men
Wajib Pajak berdasarkan
terutang sama besarnya|d
dan tidak ada kredita pajak

Huruf a

Angka 1)
Cukup jelas
Angka 2)
Cukup jelas
Angka 3)
Yang dimak
penetapan t
Daerah ala
atau ketera
Pejabat yan

[13)

U

ayat ini, dengan perkataan lain hanya terhadap
-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak
atau kewajiban material.

a waktu tertentu juga belum menyampaikan Surat
h (SPTPD), maka dalam jangka waktu paling lama
rah dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang

yampaikan SSPD pada tahun pajak 2009. Dalan
5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan
idak benar. Atas pajak yang terutang kurang bayar
pat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi

dimaksud dalam Contoh 2 yang telah diterbitkan
angka waktu paling lama § (lima) tahur. sesudah
Ikar data baru dan atau data yang semula belum
(an nenambahan jumlah pajak yang terutang, maka
erbitkan SKPDKBT.

hasil pemeriksaan, ternyata iumlah pajak yang

 maka Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDN.

sud dengar. penetapan pajak secara jabatan adalah
hesarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala

Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada
ngan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau

g ditunjuk. s

20

menyampaikan SSPD pada tahun pajak 2008. - -

engan jumiah kredit pajak atau pajak tidaX terutang -



Pasal 15

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

Ayat (1)

Ayat (2)

MENGETAHU] / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
aNGoAL Diag’ s&g Al Deaxe;AN ASLINYA
' r 26
Huruf b JABATAN KEoR. A BAGIAN HUKUM DN

Cukup jelas TTUUTENG UNDANGAN

Huruf ¢ ______&&.

Cukup jelas s

Ayat ini mengatur sanksi terhadap Wanb Pajak yang tidak memenuhi kewajib

perpajakannya yaitu dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dari pajak yang tidak jatau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau tarlambat dibayar.

Q

[<}]

Sanksi administrasi berupa dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan

diterbitkannya SKPDKB.

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan atau
data yang semula belum terungkap yang terasal dari hasil pemeriksaar. sehingga
pajak yang terutang bertambah, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi 2 iministrasi
berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi
administrasi ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum
diadakan tindakan pemeriksaan.

Cukup jelas

Dalam hal Wajib Pajak tidak meraenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a ar.gka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD
yang seharusnya dilakukannya, maka dikenakan sanksi administrasi beiupa
kenaikan pajak sebesar 25%) (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang ..
terutang. Dalam kasus ini, maka kepala Daerah menetapkan pajak yang terutang
secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB. Selain sanksi administrasi beruna
kenaikan sebesar 25% dari pokck pajak yang terutang juga dikeriakan sanksi
administrasi berupa bunga sebeser 2% (dua persen) sebelum dihitung dari pajak
yang kurang bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan. Sanksi| administrasi berupa bunga dihitung sejak saat
terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah pemeriksaan kantor.
Huruf ¢

Sanksi administrasi berupa bunga dikeriakan kepada Wajib Pajak yang

tidak atau kurang membayar pajuk yang terutang, sedangkan sanksi - -

administrasi berupa denda dikenakan karena tidak dipenuhinya ketentuan
formal, misalnya tidak [atau terlambat menyampaikan SSPD .

Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atas SSPD yang

diterbitkan karena :

a. Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ;

b. Pemeriksaan SSPD yang menghasilkan pajak kurang dlbayar karena terdapat
salah tulis dan atau salah hitung.

Contoh :

1. Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar :
Dari perolehan tanah dan bangunan pada tanggal 21 September 2009, Wajib
Pajak “A” terutang pajak sebesar Rp 5.000.000,00. Pada saat terjadinya
perolehan tersebut, pajak dibayar sebesar Rp 4.000.000,00. Atas kekurangan
pajak tersebut diterbitkan STPD tanggal 23 Desember 2009 dengan
perhitungan sebagai berikut :

Kekurangan bayar .........J.cccccovviiiiiiinnn Rn 1.000.000,00 :
Bunga =4 x2% x Rp 1.000.000,00 ...............ccne. Rp  80.000,00 ()
Jumlah yang harus dibayar dalam STPD................. Rp 1.080.000,00 cx-.-
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2. Hasil pemeriksaan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB.
Wajib Pajak “B” memperoleh tanah dan bangunan pada tanggal 18 Juni 2009.
Berdasarkan pemeriksaan SSPD yang disampaikan Wajib Pajak “B" ternyata
terdapat salah hitung yan menyebabkan pajak kurang dibayar sebesar Rp

1.500.000,00. Atas kekurangan pajak tersebut diterbitkan STPD pada tanggal = °

23 September 2009 dengan perhitungan sebagai berikut :

Kekurangan dibayar ....... . Do veees crvereerrerrieeaaes Rp 1.500.000,00
Bunga 4x2%xRp 1.500.000,00 .....ocovvvoriiiiminins Rp 120.010,00 (+)
Jumlah yang harus dibayar daiam STPD......oovven Rp 1.620.000,00
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Surat Keputusan. Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah, merupakan sarana administrasi bagi Kepala Daerah untuk
malakukan penagihan pajak. MENGETAHUL ; MENGES 4H1:AN
Ayat (2) ‘ SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
Cukup jelas DAN SESUA} DENGAN ASLINYA
Pasal 17 TANGGAL: (@ oktober 2ota
_ , LARATAN - KEPALABAGIAN HUKUM DAN
Cukup jelas PERUNDANG - UNDANGAN
Pasal 18 Cx
Ayat (1) it a SEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
. , | NIP195%02131986039005 o .

Kondisi tertentu Waijib Pajak-yang-ade-hubthgen-dergan Objel-Rajak—

Contoh :

1. Waijib Pajak tidak mampu secara ekonomis yang memy.eroleh hak
baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan;

2. Wajib Pajak pribadi menerima hibah dari orang pribadi yang
mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
satu derajat keatas atau satu derajat ke bawah.

Huruf b

Kondis: "Wajib Pajak yang ada hubungan dengan sebab-sebab tertentu :

Contoh:

1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari
hasil ganti rugi pemerintah yang nilain ganti ruginya di bawah NJOP; | .

2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas
tenah yang dibebaskan olen Pemerintah untuk kepeatingan umum
yang memeriukan persyaratan khusus,

3. Wajib Pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang
berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga
Waijib Pajak harus melakuken restrukturisasi usaha atau utang usaha
sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.

Huruf ¢

Contoh :

Tanah dan/atau bangunan yang digunakan, antara lain untuk panti

asuhan, panti jompo, rumah yetim piatu, pesantren, sekolah yang tidak

ditujukan mencari |keun‘ungan, rumah sakit swasta, intitusi pelayanan
sosial masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 19 - »
Ayat (1)

Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak
dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat
mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah yang menerbitkan surat
ketetapan pajak. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari
ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut
perhitungan Wajib Pajak. Salu keberatan hart's diajukan satu jenis pajak dan satu
tahun pajak. .

o
to




Pasal 20

Pasal 21

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)
Ayat (6)

Ayat (7)

Ayat (1)
Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Cukup jelas ex ..

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas

[7:

Yang dimaksud dengan “alasan-alasan yang jelas” adalah m,engemukakan
dengan data atau bukti bahwa jurriah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar
yang ditetapkan oleh fiskus tidak benar.

Yang dimaksud dengan ‘keadaan diluar kekuasaannya” adalah suatu keadaan

yang terjadi diluar kehendak/kekuasaan Wajib Pajak, misalnya karena Wajib Pajgk . .

sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak
adalah harus melunasi terlebjh| dahulu ssjumlah kewajiban perpajakannya yang
telah disetujui Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
Pelunanasan  tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mangajukan
keberatan. '
Ketentuan diperlukan agar Wajib Pajak tidak menghindar dari kewajiban untuk
membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan,
sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan Daerah.

Cukup jelas

Tanda bukti penerimaan Surat Keheratan sangat diperlukan untuk memenuhi
ketentuan formal. Diteri atau tidaknya hak mengajukan Surat Keberatan dimaksud

tergantung dipenuhinya ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat -. -

(3), yang dihitung mulai diterbitkannya surat ketetapan pajak sampai saat
diterimanya Surat Keberatan tersebut oleh Kepala Daerah.

Tanda Bukti penerimaan tersebut oleh wajib pajak dapat juga digunakan sebagai
alat kontrol baginya untuk mengetahui sampai kapan batas waktu 12 (duabelas)
bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berakhir.

Tanda Bukti penerimaan itu diperlukan untuk memastikan bahwa keberatannya
dikabulkan, apabila dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajek tidak menerima surat

D

keputusan dari Kepala Daerah atag : ———
. ENGETAHUI / MENGESAHKAN

. ALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA |

Cukup jelas N DAN SESUA! DENGAN ASLINYA ?

NGGAL: 1R ofeober 2019 :

| GACATAN . KEPALABAGIAN HUKUM DAN i

Cukup jelas ; PERUNDANG - UNDANGAN X

Cukup jelas | GEESJE TOMBOKAN, SH. MST.

! ~ :_I_Vi 1?50?;:~7;m:m’;'-' '

Dalam keputusan keberatan tidak tertutup kemungkinan utang ™ pajaknya
bertambah berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain karena ada data
baru yang tadinya belum terungkap atau belum dilaporkan.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib
Pajak maupun fiskus dan |dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu
keberatan yang diajukan olel Wajib Pajak harus diberi keputusan o.eh Kepala
Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Surat
Keberatan diterima.

R A
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Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24
Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

MENGETA UL, MENGESAHKAN
. : FOTO COPY TELAN BENARAN! Y,
Cukupjees BNt S
TANGGAL . LD OkkoloCr Q012
JABATEN £ \
WAL &Zﬁ%?ili%"%ﬁé’ﬁh’é&%‘“
Ayat (2) ,
Cukup jelas SEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
Ayat (3) NIP. 195902131986032005
Cukup jelas
Ayat (4) '
Dalam hal batas waktu tidak dapat dipenuhi oleh penggugat karena keadaan di
luar kekuasaannya (force |'majeur), maka jangka waktu dimaksud dapat
dipertimbangkan untuk diperpanjang.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Cukup jelas
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Dalam praktek dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan
kepada Wajib Pajak lidak: tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang
dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahaini
peraturan perpajakan. Calam hal demikian, sanksi administrasi berupa
bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan
atau dikurangkan oleh Kepala Daerah.
Huruf b
Kepala Daerah karena jabatannya, dan berlandaskan unsur keadilan
dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak
benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolal. pengajuan keberatannya
karena tidak memenuhi persyaratan formal (inemasukan surat keberatan
tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenchi.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (1)
Cukup jelas
Aayat (2)
Kepala Daerah sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran
pajak harus melakukan pemieriksaan terlebih dahulu.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Ayat ini memberikan kepastian hukum baik kepada Waijib Pajak maupun fiskus dan
dalam rangka tertib adminigtrasi parpaiakan. Oleh karena it', permohonan
kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diberi
keputusan oleh Kepala Daerat.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran - -
pajak dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sampai
dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan. ...
24




| Pasal 28
Pasal 29

- Pasal 30

Cukup jelas TANGGAL: 1@ OtEober 2012

Cukup jelas

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

MENGETAHU! / MENGESAHKAN
HALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBEHARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA

JABATAN - KEPALABAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN

Qx .

—

. GEESJE TOMBOKAN, SH. MSC.
jak ini perlu ditetapkesseapioks memberi Kepastian
ut idak dapat ditagitrtagt:

Saat kedaluarsa penagihan
hukum kapan utang pajak ters

O
(431

(0]

Huruf a
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kedaluarsa
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

Huruf b
Yang dimaksud dengan pangakuan utang pajak secara langsting adalah
Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang
pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara tidak langsung

adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata lengsung menyatakan

bahwa ia mengakui meggpunyai utang pajak kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib Pajak
pembayaran.

- Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan.

Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melekukan tugas di

bidang perpajakan Daerah dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak

yang menyangkut masalah perpajakan Daerah, antara lain

a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh
Wajib Pajak;

b. Data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan,

c. Dokumen dan/atau datayang diperoleh dari pihak ketiga yang bers fat rahasia;

d. Dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan y

Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara dan sebagainya y:ng ditunjuk

oleh Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan T

Daerah, adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang dula untuk
mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajaic sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Yang dimaksud dengan pihak|lain, antara lain adalah lembaga negara &tau instansi
pemerintah Daerah yang berwenang me.akukan pemeriksaan di bidangy keuangan
Daerah. Dalam pengertian| keterangan yang dapat diberitahukan antara lain
identitas Wajib Pajak dan| informasi yang bersifat umum tentang perpciakan
Daerah.

Untuik kepentingan Daerah, misainya dalam rangka penyidikan, penuntutan atau
dalam rangka mengadakan kerjasama dengan instansi lainnya, keterangan atau
bukti tertulis dari atau tentang 'Najib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan
kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Dalam surat izin yang diterbitkan Kepala Daerah harus dicantumkan nama Wajib

Pajak, nama pihak yang ditunjuk dan nama pejabat atau ahli atau tenaga ahliyang .. .

diizinkan untuk memberikan| keterangan atau memperiitatkan bukti tertulis dari
atau tentang Wajib Pajak. Femberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam
hal-hal yang dipandang perlu oleh Kepala Daerah

Untuk melaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan aalam perkara pidana
atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan Daerah, demi
kepentingan peradilan Kepala Daerah memberikar, izin pembebasan atas
kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dar. para ahli sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), atas permintaan tertulis Hakim kstua sidang. .. -

engajukan  permohonan  angsuran’penundadn -



Pasal 31

Ayat (2)

Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATE

Ayat (6)

Ayat (1)

Ayat (3)

Cukup jelas
Cukup jelas |

Cukup jelas

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas. ex., -

inta tersebut adalah hanya mengenai perkara pidana

Maksud dari ayat ini adala'h pembatasan dan pensgasan, bahwa keterangan

perpajakan Daerah yang di
atau perdata tentang pe

buatan atau peristiwa yang menyangkut bidang

perpajakan Daerah dan hanya terbatas pada tersangka yang bersargkutan.

Dengan adanya sanksi pidan
memenuhi kewajibanrya.

a, dinarapkan timbulnya kesadaran Wajib Pajak untuk

Yang dimaksud dengan kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau
kurang mengindahkan kewajibarinya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan

kerugian keuangan Daerah.

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud péda ayat ini yang dilakukan

dengan sengaja, dikenakan

sanksi yang lebih berat daripada alpa, mengingat

pentingnya penerimaan pajak bagi Daerah.

Cukup jelas

Penyidik di bidang perpajaka
negeri sipil tertentu di lingku

yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENGETAHUI / MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY TELAH DIPERIKSA KEBENARANNYA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA

TANGGAL: |Q GEbOber 2812
JABATAN - KEPALABAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN
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GEESJE TOMBOKAN, SH #GC.
NIP. 195902131986032005

n daerah dan retribusi daerah adalah Pejabat pegawai
ngan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat

Penyidikan tindak pidak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi Daerah
dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara

Pidana.
Cukup jelas

Cukup jelas

:N MINAHASA NOMOR
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